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ABSTRAK 

 

Nama : Irpah Yanti Tanjung 

Nim : 1710200005 

Judul :Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi 

Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Di Desa 

Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah 

Penelitian ini membahas tentang wanprestasi sewa menyewa sawah dengan 

sistem bayar musim panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bottot Kecamatan 

Sorkam Kabupaten Tapanuli tengah ditinjau dari KHES. Penelitian ini 

dilatarbelakangi akibat adanya unsur wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang 

melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut. 

Adapun tujuan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bentuk waprestasi sewa meyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa 

Bottot dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi sewa 

menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Bottot. 

Penelitian ini bercorak field research yang bersifat kualitatif yaitu 

pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung ke Desa Bottot, 

dokumentasi, dan wawancara dengan pihak musta‟jir, mu‟ajjir, tokoh masyarakat, 

serta masyarakat Desa Bottot yang mengetahui tentang sewa menyewa sawah dengan 

sistem bayar musim panen. Setelah mendapatkan data yang lengkap, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metode analisis penalaran deduktif, yaitu 

menjelaskan pandangan mengenai wanprestasi dan sewa menyewa terlebih dahulu, 

kemudian menganalisis peraturan yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rukun dan syarat 

sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen ini sudah sesuai dengan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun pelaksanaan tanggungjawab dalam 

pembayaran upah/ ongkos sewa sawah belum sesuai dengan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah. karena dalam praktiknya, pemenuhan atas pembayaran sewa sawah 

tersebut terjadi wanprestasi ataupun ingkar janji.  

Faktor terjadinya wanprestasi tersebut adalah perjanjian sewa menyewa sawah 

tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa dihadiri oleh saksi. Selain itu, kurangnya 

prinsip tanggungjawab dan kejujuran dari pihak yang melakukan wanprestasi juga 

menjadi salah satu faktornya. Berdasarkan uraian diatas, maka hal yang harus 

dilakukan adalah menerapkan perjanjian secara tertulis dan dihadiri oleh saksi jika 

hendak melakukan perjanjian sewa menyewa sawah tersebut, serta lebih bijaksana 

dalam menyikapi kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan 

wanprestasi. 

Kata Kunci : KHES, Wanprestasi, Sewa-menyewa. 
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menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta salam 

senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, 
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Amin. 

Skripsi ini berjudul: “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem 

Bayar Musim Panen Di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten 

Tapanuli Tengah” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat 

untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum 

Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.  

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat 

terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, 

bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

1. Konsonan 

 Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan 

sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut 

ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin: 

Huruf

Arab 

NamaHuruf 

Latin 
Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 a  ̇ Es (dengan titik di atas)̇  ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ح
Ha(dengan titik di 

bawah) 

 Kha H Kadan ha خ

 Dal D De د

 al  ̇ Zet (dengan titik di atas)̇  ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Esdanya ش

 ṣad ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 ḍad ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 ṭa ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain .„. Komaterbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل
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 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ..‟.. Apostrof ء
 

2. Vokal 

 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A 

 Kasrah I I 

 Dommah U U وْ 

 

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang 

lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, 

transliterasinya gabungan huruf. 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 

.....  Fatḥah dan ya Ai a dani ي 

 Fatḥah dan wau Au a dan u ......ْوْ 

 

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

 Fatḥah dan alifatau ya  ̅ a dangaris atas ...َ....ْا...َ..ى

   Kasrah dan ya ...ٍ..ى
Idangaris di 

bawah 

و....ُ  Dommah dan wau  ̅ u dan garis di atas 
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3. TaMarbutah 

 Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat 

harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat 

harkat sukun, transliterasinyaa dalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan 

kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h). 

4. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. 

Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah 

itu. 

5. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu:ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu 

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 



 
 

xvi 
 

bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung diikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang 

diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan 

yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. 

6. Hamzah 

 Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah 

dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

7. Penulisan Kata 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim, maupun 

huruf,ditulisterpisah.Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 

huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada 

huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini 

penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah 

perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

8. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan 

Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf 

tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang 

berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama 
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diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya 

berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau 

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan. 

9. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini 

perlu disertai dengan pedoman tajwid. 

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman 

Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek 

Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, karena manusia 

saling membutuhkan satu sama lain. Seperti bentuk kegiatan sehari-hari 

masyarakat Indonesia di dalam bermuamalah.Manusia memiliki fitrah untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahirian maupun batiniah,
1
Suatu 

kewajiban bagi setiap Muslim untuk memahami seluruh aspek peribadatan 

dalam Islam,
2
di dalam syariat Islam dibahas mengenai hukum-hukum yang 

berkaitan tentang perbuatan manusia. Hukum tersebut mengatur dua macam 

hal, yakni hukum ibadah dan hukum muamalah.  

Hukum ibadah mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, seperti 

wajibnya shalat, zakat dan puasa. Sedangkan hukum muamalah adalah segala 

aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik manusia 

dengan kehidupannya maupun antara manusia dengan alam sekitarnya, dan 

salah satu bentuk interaksi sosial manusia dalam bermuamalah adalah sewa-

menyewa. 

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian 

yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu 

pada saat sewa menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, 

maka pihak yang menyewakan (mu‟ajjir) berkewajiban untuk menyerahkan 

                                                           
1
Dermina Dalimunthe, Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan 

Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Jurnal 

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 6, No. 1 (2020), hlm. 13. 
2
Ali Sati, Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga, Jurnal El-Qanuny:Jurnal Ilmu-

Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 261–62. 
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barang (ma‟jur) kepada pihak penyewa (musta‟jir). Apabila sudah diserahkan 

manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk 

menyerahkan uang sewanya (Ujrah).
3
 

Ketentuan sewa menyewa secara umum dapat dilakukan oleh orang yang 

telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian, Sewa menyewa sering 

kali dilakukan orang-orang dengan berbagai keperluan mereka yang bersifat 

harian, bulanan, dan tahunan. Dalam hal perjanjian sewa menyewa, resiko 

barang yang dijasikan objek perjanjian sewa menyewa dipikul oleh pemilik 

barang (yang menyewakan), sebab penyewa hanya menguasai manfaat dari 

barang yang disewakan, atau degan kata lain pihak penyewa hanya berhak 

atas manfaat dari barang/ bendanya saja, sedangkan hak atas bendanya masih 

tetap berada pada pihak yang menyewakan.
4
 

Objek sewa menyewa yang diperjanjikan harus jelas, termasuk juga masa 

sewa dan besarnya bayar sewa yang diperjanjikan. Objek sewa menyewa 

dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya serta dapat 

diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan.
5
Jika yang akan disewakan itu 

berupa lahan, lamanya waktu penyewaan harus jelas, demikian pula maksud 

dan tujuan lahan itu  disewa.Sedangkan ketentuan mengenai pembayaran 

sewa menyewa dilakukan sesuai dengan akad dan ketentuan yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak, baik dilakukan di awal akad maupun di 

akhir setelah adanya hasil dari penyewaan tersebut. Jika mu‟ajjir telah 

                                                           
 

3
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 52. 
 

4
Ibid., hlm. 55. 

 
5
Ibid., hlm. 54. 
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menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta‟jir, maka ia berhak 

menerima bayarannya karena penyewa (musta‟jir) telah menerima kegunaan 

dari benda/ barang tersebut.
6
 

Namun, pada praktiknya dalam hal sewa menyewa inisering terjadi 

wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya janji yang telah disepakati di awal akad. 

Hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan salah satu pihak untuk 

memenuhi prestasi maupun janji yang sudah disepakati. Secara umum, 

terjadinya wanprestasi mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Oleh 

karena itu, pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pihak yang 

melakukan wanprestasi berupa: 

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) 

2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
7
 

Secara umum, warga Desa Bottot Kecamatan Sorkam  Kabupaten 

Tapanuli Tengah telah lazim dalam melaksanakan praktek sewa menyewa, 

dan objek yang disewakan adalah sawah atau lahan pertanian. Namun tidak 

sedikit masyarakat yang kurang memahami syarat sah bagaimana sewa 

menyewa dengan ketentuan yang berlaku di dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah. Kondisi inilah yang mengakibatkan seringnya terjadi 

wanprestasi dalam praktik sewa menyewa di Desa Bottot Kecamatan Sorkam 

Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Pada umumnya, sewa menyewa sawah yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Bottot Kecamatan Sorkam  Kabupaten Tapanuli Tengahdengan 

                                                           
 

6
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 121. 

 
7
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Cetakan 4, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), hlm. 75. 
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menggunakan dua cara. Yaitu pembayaran di awal akad dan pembayaran di 

akhir panen. Dan yang menjadi bentuk sewa menyewa yang sangat diminati 

sehingga sering digunakan ialah sewa menyewa dengan sistem bayar musim 

panen (di akhir panen). Bahkan ada juga masyarakat yang menyebut bahwa 

bentuk sewa menyewa ini dengan sistem bayar diakhir. Sistem pembayaran 

musim panen ini digunakan untuk memberikan kelonggaran pembayaran 

kepada penyewa sampai batas musim panen tiba, agar uangnya bisa 

dimanfaatkan untuk modal menggarap sawah terlebih dahulu, dan sistem ini 

sangat meringankan bagi pihak penyewa. Sewa menyewa sawah yang 

dilakukan ini dalam hukum perjanjian islam dapat dibenarkan keberadaanya, 

baik tanah itu untuk tanah pertanian atau juga untuk pertapakan bangunan 

atau kepentingan lainnya.
8
 

Pembayaran dengan sistem bayar musim panen ini dilakukan pada 

musim panen pertama dan kedua, karena dalam satu tahun terjadi 2 kali 

musim panen. Ketika akad sewa menyewa berlangsung antara Mu‟ajjir  

(pemilik sawah)  dengan  Musta‟jir (penyewa sawah) telah bersepakat bahwa 

bayar sewa akan dilunasi  pada setiap kali panen selama setahun sesuai 

dengan jumlah yang ditentukan. 

Berdasarkan informasi awal yang telah penulis dapatkan, pembayaran 

sewa menyewa sawah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 

didasarkan atas luasnya lahan persawahan. Pembayaran sewa sawah yang 

harus dibayarkan oleh pihak setiap panen yaitu dalam bentuk jumlah kaleng 

                                                           
8
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum perjanjian Dalam Islam, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 56. 
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padi, dan 1 kaleng padi sama dengan 12 kg padi. Setiap petak sawah dengan 

luas100m
2
 dengan pendapatan sekali panen bisa mencapai 25 kaleng padi 

(300 kg padi) dan bayar sewanya sebanyak 6 Kaleng padi (72 kg padi), 

sedangkan untuk sawah yang luasnya 80m
2
dengan pendapatan sekali panen 

bisa mencapai 13 kaleng padi (156 kg padi) danbayar sewanya sebanyak 3 

kaleng padi (36 kg padi).
9
 

Akan tetapi, pada kenyataanya banyak terjadi permasalahan yang 

terkait dengan peyimpangan-penyimpangan dari aturan yang ada. 

Permasalahan yang terjadi dalam permasalahan sewa menyewa sawah 

dengan sistem bayar musim panen di Desa ini diantaranya adalah 

wanprestasi, yaitu masih adanya pihak penyewa (musta‟jir)  yang tidak 

membayarkan uang sewa sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah 

disepakati saat terjadinya akad. Padahal pemilik sawah sudah menunaikan 

kewajibaannya dengan menyerahkan sawahnya kepada penyewa untuk 

dikelola. Hal ini tentu merugikan pihak pemilik sawah. Inilah yang 

mengindikasikan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi. 

Dari informasi yang peneliti peroleh dari salah seorang tokoh 

masyarakat Desa Bottot yaitu Bapak Fahmi Tanjung, Beliau mengatakan 

bahwa dari 136 Kepala Keluarga yang ada di Desa tersebut, 40% diantaranya 

melakukan praktek sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen 

ini, 5% melakukan praktek sewa menyewa dengan bayar di awal akad, dan 

55% lainnya yang memiliki sawah. Selanjutnya, cara yang ditempuh oleh 
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Rini Mandailing, Penyewa Sawah (Musta‟jir), Wawancara di Desa Bottot 

Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanggal 23 November 2020. 
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masyarakat Desa Bottot dalam menyelesaikan masalah wanprestasi ini yaitu 

pelunasan bayar sewa yang tertinggaldi panen berikutnya, pembayaran 

setengah di panen berikutnya, dan penyelesaian secara kekeluargaan ataupun 

saling izin mengizinkan dan saling memaafkan diantara kedua belah pihak.
10

 

Perjanjian sewa menyewa sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Bottot ini dengan cara lisan dan tanpa disaksikan oleh saksi. Faktor 

perjanjian sewa yang hanya dilakukan dengan cara lisan inilah yang 

menjadikan pihak pemilik sawah  (mu‟ajjir) kesulitan dalam menuntut 

penyewa (musta‟jir) jika melakukan ingkar janji atau wanprestasi. 

Seharusnya para pihak sadar bahwa dalam perjanjian yang telah disepakati 

itu bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang 

membuatnya. Faktor lainnya yaitu minimnya pendidikan masyarakat yang 

hanya sampai pada sekolah tingkat pertama dan sekolah menengah atas 

ataupun sederajat. Hal tersebut menyebabkan kurangnya ilmu pengetahuan 

masyarakat mengenai hak dan kewajiban antara pemilik sawah (mu‟ajjir) 

dan penyewa sawah (musta‟jir) baik menurut rukun dan syarat sah sewa 

menyewa maupun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

Berkaitan dengan uang sewa ataupun bayar sewa dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dijelaskan dalam Pasal 307 dan Pasal 

315. Dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak 

yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak 

melaksanakan. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata yamg 
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Fahmi Tanjung, Kaur Pembangunan Desa Bottot, Wawancara di Desa Bottot 

Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanggal 15 Desember 2020. 
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menjelaskan bahwa persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang 

yang berlaku bagi mereka yang membuatnya.
11

 

Berkaitan dengan wanprestasi juga dijelaskan dalam pasal 36 KHES 

bahwa pihak yang diaggap melakukan ingkar janji apabila karena 

kesalahannya.
12

 

a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikannya; 

c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Dalam Islam juga telah diatur secara jelas tentang masalah upah 

sebagaimana pendapat ulama Syafi‟iyah bahwa jika mu‟ajjir  menyerahkan 

zat benda yang disewa kepada musta‟jir, maka ia berhak menerima 

bayarannya karena penyewa (musta‟jir) sudah menerima kegunaan.
13

 

Survei awal yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui kondisi 

praktek sewa mnyewa sawah ini yaitu melakukan wawancara terhadap 

Bapak Sulaiman (Mu‟ajjir) yang merupakan warga Desa Bottot Kecamatan 

Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, ia mengatakan bahwa praktek sewa 

menyewa sawah yang dilakukan dengan sistem bayar musim panen ini 

sering terjadi masalah. Adapun permasalahan yang terjadi yaitu mu‟ajjir 

dengan musta‟jir membuat perjanjian secara lisan, dimana dalam perjanjian 

                                                           
 

11
Soedharyo Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), hlm. 332.  

 
12

M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah....., hlm. 26. 
13

Hendi Suhendi,  Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT  RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 

121. 
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tersebut bayar sewa menyewa sawah dibayar dua kali dalam setahun setiap 

panen, sebab pada umumnya panen padi dalam setahun sebanyak dua kali, 

kenyataannya musta‟jir hanya membayar satu kali dalam setahun dan 

dengan jumlah pembayaran sekali panen dikarenakan adanya alasan gagal 

panen yang disebabkan oleh hama padi maupun kemarau, kemudian alasan-

alasan financial maupun alasan pribadi lainnya.
14

 Penyewa sawah tidak 

membayar ongkos sewa sawah sesuai dengan perjanjian. Penyewa harusnya 

membayar dua kali dalam setahun setiap panen yaitu dengan ketentuan 

jumlah yang sudah disepakati di awal akad. Bapak Sulaiman sebagai 

mu‟ajjir mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah lazim terjadi 

karena ketidakmampuan musta‟jir dalam melunasi pembayaran sewa 

sawah.Berdasarkankondisi dan latar belakang permasalahan inilah yang 

mendorong peneliti untukmelakukan penelitian dengan judul“Tinjauan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa 

Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen (Di Desa Bottot Kecamatan 

Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah).” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentukwanprestasi sewa menyewa sawah dengan sistem bayar 

musim panen di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli 

Tengah? 
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2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

wanprestasi sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di 

Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi sewa menyewa sawah dengan 

sistem bayar musim panen di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten 

Tapanuli Tengah. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

wanprestasi sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di 

Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut: 

1. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta khazanah keilmuan 

penulis dan masyarakat mengenai TinjauanKompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah terhadap wanprestasi sewa menyewa sawah dengan sistem bayar 

musim panen. 

2. Untuk menambah bahan acuan dan informasi bagi masyarakat secara 

umum dan khususnya bagi masyarakat yang melakukan traksaksi 

mengenai praktek sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim 

panen 
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E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang 

dipakai dalam pembuatan skripsi ini, Maka dibuat batasan istilah sebagai 

berikut: 

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 

persoalan. 

2. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) merupakan wujud actual 

dari hukum Islam yang ada di Indonesia terkait kegiatan perekonomian 

Islam, bilamana terjadi persengketaan antara pelaku ekonomi Islam 

sehingga mengantarkanyya pada Badan Arbitrase. 

3. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya janji, dapat terjadi baik karena 

disengaja maupun tidak disengaja.
15

 

4. Sewa Menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal 

ini, bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan kata lain dengan 

terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda 

yang disewakan tersebut.
16

 

F. Kajian Terdahulu 

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan 

kajian pustaka atau telah untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum 

pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang 
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Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2011), hlm. 74. 
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Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam..., hlm. 56. 
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membahas tentang sewa menyewa sawah melalui lisan, sewa menyewa lahan 

berdasarkan usia plastik, dan sewa menyewa meurut pendapat ulama. Oleh 

karena itu penulis berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang 

berkaitan dengan penelitian ini: 

1. Skripsi Rohmatun Shomad, yang berjudul Perjanjian Sewa Menyewa 

Sawah Melalui Lisan di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengan 

Kabupaten Pemekasan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014. 

Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa 

sawah secara lisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Potoan Daya 

Kecamatan Palengan Kabupaten Pemekasan. Perjanjian secara lisan 

tersebut atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah 

pihak.
17

 

2. Skripsi khairanor yang berjudul Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa 

Menyewa Sawah Di Kabupaten Huluk Sungai Tengah, Universitas Islam 

Negeri Antasari Banjar Masin, 2017. Penelitian ini menjelaskan tentang 

pendapat ulama terhadap praktek sewa menyewa sawah Di Kabupaten 

Huluk Sungai Tengah dan untuk mengetahui dasar hukum mereka 

memberikan pendapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekilas 

praktik sewa menyewa tersebut memang tidak ada permasalahan, akan 

tetapi pada saat pelaksanaannya terdapat unsur gharar dan indisiasi  maisir 

                                                           
17

Skripsi Rohmatun Shomad, yang berjudul Perjanjian Sewa Menyewa Sawah 

Melalui Lisan di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengan Kabupaten Pemekasan 

Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim 

Malang pada tahun 2014. 
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dikarenkan dalam pembayaran sewa bahwasanya pemilik sawah akan 

menerima pembayaran sewa yang telah ditentukan jumlahnya dan 

dispatikan setiap belek  (takaran)nya, padahal total julah perolehan hasil 

padi dari sawah yang akan dipanen penyewa (musta‟jir) pun belum 

diketahui secra pasti baik kualitas maupun kuantitasnya.
18

 

3. Skripsi Husnul Zamzami, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik (Studi Kasus di 

Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumujawa Kabupaten Tegal), 

UniversitasIslam Negeri Walisongo pada tahun 2018.Penelitian ini 

menjelaskan tentang penyewaan lahan pertanian berdasarkan usia plastik 

di Desa Dukuhbenda, penggunaan akad sewa padaa objek akad tersebut 

jangka waktunya tidak dapat ditentukan dengan jelas, sehingga membuat 

rukun dan syarat objek sewa tidak terpenuhi dan menimbulkan masalah 

bagi para pihak yang membuat akad serta di masa mendatang dapat 

menimbulkan perselisihan.
19

 

Dari keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda 

dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian 

terdahulu belum mengungkapkan materi penelitian yang membahas 

tentang wanprestasi sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim 

panen. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang tinjauan 

                                                           
18

Skripsi khairanor yang berjudul Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa 

Menyewa Sawah Di Kabupaten Huluk Sungai Tengah, Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjar Masin, 2017. 
19

Skripsi Husnul Zamzami, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik (Studi Kasus di Desa Dukuhbenda 

Kecamatan Bumujawa Kabupaten Tegal), UniversitasIslam Negeri Walisongo pada tahun 

2018. 
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kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi sewa menyewa 

sawah dengan sistem bayar musim panen. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai 

dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi 

lima bab pembahasan, yaitu: 

Bab I Pendahuluan, bertujuan memperkenalkan masalah yang akan 

diteliti meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Batasan Istilah,Kegunaan penelitian, dan Tinjauan pustaka/Kajian 

terdahulu. 

Bab II Landasan Teoriti, merupakan panduan akademik yang bersifat 

teori sebagai ajuan dalam penelitian, membahas tentang Pengertian Ijarah 

(sewa-menyewa), Dasar hukum Ijarah (sewa-menyewa), Syarat dan rukun 

Ijarah (sewa-menyewa), Macam- macam Ijarah (sewa-menyewa), Sifat akad 

Ijarah (sewa-menyewa), Pembatalan dan berakhirnya Ijarah (sewa-

menyewa), Pengertian wanprestasi. 

Bab III Metode Penelitian, merupakan metode/ instrumen dan langkah- 

langkah konkrit yang peneliti pakai untuk menggali keabsahan hasil 

penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sifat 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, tehnik pengolahan dan 

analisis data, dan tehnik pengecekan keabsahan data. 

Bab IV Hasil Penelitian, mengemukakan tentang hasil penelitian dan 

analisis terhadap wanprestasi sewa menyewa sawah dengan sistem bayar 
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musim panen di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli 

Tengah. 

Bab V Penutup, Menguraikan kesimpulan  dari hasil penelitian dan 

saran-saran sebagai tindakan atau acuan untuk masa mendatang
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Al-Ijarah 

Secara umum Al- Ijarah dibagi kedalam dua bentuk, yaitu Al- Ijarah 

dalam bentuk Sewa- menyewa dan Al- Ijarah dalam bentuk Upah- mengupah, 

yang dibahas disini adalahAl- Ijarah dalam bentuk Sewa menyewa, berikut 

penjelasannya. 

1. Pengertian Ijarah (Sewa-menyewa) 

Secara etimologi Al-ijarah berasal dari kata Al-ajru yang artinya 

menurut bahasa ialah al-„iwadh yang artinya dalam bahasa Indonesia 

ialah ganti dan upah.
20

 Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh 

Sunnah ijarah diambil dari kata Al-Ajr yang artinya „iwadh (imbalan), 

dari pengertian ini pahala dinamakan ajru (upah/pahala). Adapun salah 

satu mengenai syarat Ujrah adalah besarnya upah atau imbalan yang akan 

dibayarkan harus jelas dan diketahui upahnya oleh kedua belah pihak.
21

 

Sedangkan menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), kata sewa-menyewa (ijārah) memiliki arti pemakaian sesuatu 

dengan pembayaran uang.
22

Dalam KUHPerdata juga menjelaskan bahwa, 

sewa-menyewa (ijārah) adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang 
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Rahmat Syafi‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 121. 

 
21

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 118. 

 
22

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus BesarBahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1057. 
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kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu 

harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir (penyewa). 

Ijarah( رةجاا ) artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan. Salah satu 

bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa menyewa, 

kontrak, menjual jasa, dan lain-lain.
23

 Ada beberapa defenisi ijarah yang 

dikemukakan para ulama: 

Pertama, Ulama Mazhab Hanafi mendefenisikan “Transaksi 

terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.”
24

Kedua, Ulama Mazhab 

Syafi‟i mendefenisikan “Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu 

bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.”
25

Ketiga, 

Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefenisikan “Pemilikan manfaat 

sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”
26

 

Menurut Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional 

No.09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna 

(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui 

pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

barang itu sendiri,dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada 

perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang 

menyewakan kepada penyewa.
27

 

                                                           
 

23
Ali Hasan, Berbagai Mavam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 

2004), hlm. 227. 

 
24

Ibid.  
25

Ibid.  

 
26

Ibid., hlm. 228. 

 
27

Rosita Teuhayo, SewaMenyewa Dalam Sistem Perbankan Syariah, Jurnal Tahkim, 

Vol. 14, No. 1  (2018), hlm. 87. 
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Dari berbagai pengertian ijārah diatas, dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa pada dasarnya ijārah atau sewa-menyewa adalah 

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam kurun 

waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 

2. Dasar Hukum Ijarah 

Pada dasarnya ijarah adalah akad yang berbentuk sewa menyewa 

maupun upah mengupah. Akad ijarah tidak jauh berbeda dengan akad-

akad muamalah lainnya seperti mudharabah, musyarakah, musaqah, 

gadai, jual-beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal mubah (boleh), 

kecuali ada dalil yang melarangnya.
28

 Adapun pendapat jumhur ulama 

tentang diperbolehkannya ijarah disyariatkan berdasarkan al-Qur‟an, as-

Sunah, dan ijma‟. 

a. Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur‟an 

1. Qs. Az-Zukhruf Ayat 32 

                 

                  

                  . 

Artinya:“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami  telah menentukan antara mereka penghidupan 

mereka dalam  kehidupan dunia, dan Kami telah 

meninggikan sebahagian  mereka atas sebagian yang 

lain beberapa derajat, agar  sebagian mereka dapat 

                                                           
28

Abdul Rahman Ghazaly dan  Ghufron Ihsan, dkk, Fiqh Muamalah, (Jakarta: 

Kencana, 2010), hlm. 277. 
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mempergunakan sebagian yang lain.  dan rahmat 

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka  kumpulkan.”
29

 

 

2. Qs. At-Thalaq Ayat 6 

                 

                     

                   

               

Artinya:“Tempatkanlah mereka (para isterimu) dimana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 

mereka. Dan jika mereka hamil, maka berikanlah kepada 

mereka nafkahnya sampai merka melahirkan 

kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan 

musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan 

baik: dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan 

lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
30

 

 

3. Al-Baqarah Ayat 233 

                           

                            

                            

                      
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Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al- Quran Terjemahan, 

(Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 491. 
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                     

                          

         

Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan 

pakaian  kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang  ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 

karenaanaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 

apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 

dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka 

tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin 

anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu 

kerjakan.
31

 

 

 Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa seseorang yang kelebihan 

dalambentuk benda dapat memberikan manfaat dan seorang yang memiliki 

kelebihan dapat memberikan upah atas manfaat yang telah diperoleh. Sewa 

menyewa sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah salah satu bentuk 

kerjasama saling membantu dalam kebaikan. 

b. Dasar hukum ijarah dalam As-Sunnah 

Riwayat Bukhari  

مَنْ كَانَتْ لَوُ حديث أَبِ ىُرَيْ رةََ رضي الله عنو، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله صلى الله عليو وسلم: 

 أرَْضٌ فَ لْيَ زْرَعْهَا أوَ ليَِمْنَحْهَا أَخَاهُ فإَِنْ أَبََ فَ لْيُمْسِكْ أرَْضَوُ 
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Artinya: “Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi SAW, bersabda: Barang 

siapa mempunyai tanah. Maka agar menanaminya atau 

hendaknya memberikan upah kepada saudaranya, kemudian 

kalau dia tidak mau maka baiklah menahan tanahnya.”
32

 

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa ijarahdiperbolehkan 

dalam Islam karena ijarah membawa manfaat bagi kehidupan manusia. 

Adapun tujuan disyariatkan Al- ijarah adalah untuk memberi keringanan 

kepada umat dalam bersosialisasi dalam pergaulan hidup, banyak orang 

yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak 

orang yang mempunyai tenaga dan keahlian yang membutuhkan uang, 

dengan adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan 

kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat. 

c. Ijma‟ 

Ijma dalam pelaksanaan sewa menyewa ini telah dijelaskan oleh 

ulama zaman sahabat. Umat Islam pada masa sahabat telah ber-ijma‟ 

bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia,
33

dan 

Ibnu Qudamah menambahkan ulama dari seluruh generasi dan di 

seluruh negeri telah bersepakat bahwa ijarah diperbolehkan. 

Dari ketiga sumber hukum, yaitu Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan 

Ijma‟ semakin memperjelas bahwa akad ijarah dalam hal upah-

mengupah hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan 

hukum Islam 
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3. Syarat dan Rukun Ijarah 

Untuk sahnya sahnya sewa-menyewa, pertama sekali harus dilihat 

terlebih dahulu orang yang melakukanperjanjian sewa-menyewa tersebut, 

yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan 

perjanjian pada umumnya.
34

 Unsur yang terpenting untuk diperhatikan 

yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya 

kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk 

(berakal). 

Orang yang cakap hukum berarti orang yang mampu 

memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.
35

Imam Asy-

Syafi‟i dan Hanbali menambahkan satu syarat lagi yaitu dewasa (baligh). 

Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa 

menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan 

untuk membedakan mana yang baik dan mana uyang buruk.Sebagai 

sebuah transaksi (akad) umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah 

memenuhi rukun dan syarat akad ijarah. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun ijarah ada empat, yaitu
36

: 

a. Orang yang berakad 

b. Sewa/ imbalan 

c. Manfaat 

d. Sighah (ijab dan kabul) 
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35
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Dalam Kompilasi Hukum Ekomomi Syariah  rukun ijarah di sebutkan 

dalam Pasal 295, diantaranya terdapat mu‟jir (pihak yang menyewa), 

mu‟ajir (pihak yang menyewakan), ma‟jur (benda yang diijarahkan), dan 

akad.
37

Adapun mengenai Rukun dan Syarat Ijarah adalah:
38

 

a. Mu‟ajjir dan Musta‟jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa- 

menyewa atau upah- mengupah. Disyaratkan untuk mu‟ajjir dan 

musta‟jir adalah baligh, berakal, cakap dan saling ridho. 

b. Shigat ijab Kabul antara mu‟ajjir dan musta‟jir. Kedua belah pihak yang 

berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila 

salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya 

tidak sah.
39

 

c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik 

dalam sewa- menyewa maupun upah- mengupah. 

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah- 

mengupah hendaknya dapat dimanfaatkan kegunaanya, dapat diserah 

terimakan, barang yang disewakan merupkan barang yang mubah 

menurut syara‟ dan bukan hal yang diharamkan. 

e. Obyek ijarah dapat langsung dipergunakan secara langsung dan dan 

merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh syara. 
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Masyarakat Madani,  (Jakarta: Ed. Rev. 2009), hlm. 87. 
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4. Macam-macam Ijarah(Sewa Menyewa) 

Dilihat dari obyeknya, Ijarah dapat dibagi menjadi dua macam: 

a. Ijarah yang bersifat manfaat. Misalnya ewa menyewa rumah, tanah, 

toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan. 

b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, yaitu mempekerjakan seseorang untuk 

melakukan pekerjaan. Ijarah  diperbolehkan seperti buruh bangunan, 

tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain., yaitu ijarah yang bersifat 

kelompok (serikat). Ijarah  yang  bersifat pribadi juga dapat 

dibenarkan seperti mengaji pembantu rumah, tukang kebun, dan 

satpam.
40

 

5. Sifat Akad Ijarah(Sewa Menyewa) 

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat 

mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak 

apabila tejadi „uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak 

secara hukum seperti gila.
41

 

Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad ijarah itu bersifat 

mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat 

dimanfaatkan.
42

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah 

kasus, salah seorang yang meninggal dunia.
43

Menurut Mazhab Hanafi, 
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M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam....., hlm. 236. 
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apabila seorang meninggal dunia, maka akad ijarah menjadi batal, karena 

manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.
44

 

Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batalkarena manfaat 

menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga 

termasuk harta.
45

 

6. Pembatalan dan Berakhirnyaijarah(Sewa Menyewa) 

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa adalah merupakan 

perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam 

perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak 

mempunyai hak fasakh) karena perjajian termasuk perjanjian timbal balik. 

Bahkan jika pun salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) 

meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, 

asalkan saja yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih tetap 

ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka 

kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang 

menyewakan ataupun juga sebagai pihak penyewa. 

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa 

menyewa yaitu
46

: 

a. Terjadinya aib pada barang sewaan, maksudnya yaitu bahwa pada 

barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat 

kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana 

kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa itu sendiri. 
                                                           

44
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b. Rusaknya barang yang disewakan, maksudnya barang yang menjadi 

obyek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah 

sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa 

yang diperjanjikan. 

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih) maksudnya adalah 

barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa menyewa 

mengalami kerusakan, sebab dengan terjadi rusaknya atau musnahnya 

barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan 

mungkin terpenuhi kembali. 

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, dalam hal ini yang 

dimaksudkan bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa 

menyewa telah tercapai, atau masa perjnjian sewa menyewa telah 

berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak. 

e. Adanya Uzur, penganut Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur 

juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya sewa 

menyewa. yang dimaksud uzur adalah suatu halangan sehingga 

perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. 

Misalnya, seseorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian 

barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang, atau 

bangkrut sebelum toko itu dipergunakan, maka pihak penyewa dapat 

membatalkan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan 

sebelumnya.
47
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Adapun menururt M. Ali Hasan dalam bukunya, suatu akad ijarah  

akan berakhir apabila: 

a. Obyek hilang atau musnah 

b. Habis tenggang waktu yang disepakati 

c. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang 

meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda 

dengan zumhur ulaama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat 

dapat diwariskan.
48

 

d. Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur maka aad berakhir. 

Sedangkan jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang 

membatalkanijarah itu apabila obyeknya mengandung cacat atau 

manfaatnya hilang seeperti kebakaran dan dilanda banjir.
49

 

B. Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara 

kreditur dengan debitur.
50

Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat 

terjadi baik  karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak 

sengaja ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi 
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prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi 

tersebut. 
51

 

Wanprestasi dapat berupa: 

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi; 

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; 

3. Terlambat memenuhi prestasi; 

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
52

 

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak 

yang berprestasi) dirugikan.Berkaitan dengan uang sewa dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dijelaskan dalam beberapa pasal 

diantaranya: 

1. Pasal 307 

a. Jasa ijarah  berupa uang, surat berharga, dan/ atau benda lain 

berdasarkan kesepakatan. 

b. Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran 

didahulukan, pembayaran setelah ma‟jur selesai digunakan, atau 

diutang berdasarkan kesepakatan.
53

 

2. Pasal 315 

a. Nilai atau harga ijarah  antara lain  ditentkan berdasarkan satuan 

waktu. 

                                                           
 

51
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b. Satuan waktu ynag dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, 

bulan, dan/ atau tahun.
54

 

3. Pasal 317 

Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh musta‟jir, harus 

dibayar berdasarkan kesepakatan para pihak.
55

 

Berkaitan dengan wanprestasi juga dijelaskan dalam pasal 36 KHES 

bahwa pihak yang diaggap melakukan ingkar janji apabila karena 

kesalahannya.
56

 

a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikannya; 

c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Pasal 37 KHES menjelaskan bahwa pihak dalam akad melakukan 

ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu 

telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, 

bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu 

yang ditentukan.
57

 

Selanjutnya dalam pasal 38 KHES dijelaskan bahwa pihak dalam akad 

yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dapat dijatuhi sanksi berupa: 

a. Membayar ganti rugi; 
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b. Pembatalan akad; 

c. Peralihan resiko; 

d. Denda; dan/atau  

e. Membayar biaya perkara.
58

 

Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam sewa 

menyewa, maka pihak yang dirugikan dapat menuntutmya dengan berupa 

tuntutan: 

a. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) 

b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

58
Ibid. 

 
59

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak..., hlm. 75. 



30 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan November 2020 sampai Bulan 

Maret 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bottot Kecamatan Sorkam 

Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini 

dikarenakan peneliti berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam 

rangka penyusunan skiripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Starata 

satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,  dan lokasi ini 

merupakan desa penulis sendiri  sehingga memudahkan bagi penulis untuk 

menelitinya. Penelitian ini direncanakan akan berakhir pada bulan Maret 

2021, dikarenakan pada bulan Maret ini akan terjadi Panen pertama di tahun 

2021 dan pelaksanaan dari sewa menyewa ini sendiri sudah berlangsung lama 

sehingga peneliti mudah dalam menggali informasi dari masyarakat Desa 

tersebut. 

Peneliti melakukan penelitian di Desa Bottot Kecamatan Sorkam 

karena ada hubungan hukum yang berkaitan dengan judul peneliti dimana 

terdapat permasalahan antara pemilik sawah dengan si penyewa sawah, 

permasalahannya yaitu seputar pembayaran uang sewa sawah tersebut. 

B. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu 

dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada 
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hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis 

tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
60

 

Seterusnya penelitian ini bersifat deskriptif  yakni suatu penelitian yang 

menggambarkan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau 

mengambarkan suatu keadaan, gejala, kondisi atau kelompok tertentu dengan 

proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi 

informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa 

adanya yang terjadi dilapangan. pendekatan yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah wawancara dan pengamatan secara langsung dari sumber utama 

baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata 

antar peneliti dengan responden.  

Dalam penelitian kualitatif data secara terus menerus dianalisis sejak 

aktivitas penelitian dikerjakan. Kegiatan analisis data mencakup kegiatan 

dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan 

apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.
61

 

Dalam hal menyangkut penelitian, peneliti ingin mengambarkan dan 

melakukan analisis dengan apa adanya tentang Tinjauan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Sawah dengan 

sistem bayar musim panen di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten 

Tapanuli Tengah. 
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C. Sumber Data 

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum 

Wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan sewa menyewa sawah dengan 

sistem bayar musim panen, oleh karena itu sumber data yang diperlukan 

dalam penelitian ini sebagai berikut :
62

 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh langsung dari responden atau objek yang 

diteliti.
63

 Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pemilik sawah  yang 

menyewakan (mu‟ajjir) dan penyewa sawah (musta‟jir) di Desa Bottot 

Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh 

peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai 

data pendukung yang berhubungan dengan wanprestasi sewa menyewa 

sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Bottot Kecamatan 

Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam hal ini data sekunder 

diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penelitian dan buku-buku 

referensi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Observasi 

Observasi pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan 

langsung
64

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena 

yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan 

melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan akad dan sewa 

menyewa sawah.
65

 Observasi ini sendiri akan dilakukan di lokasi 

penelitian yaitu Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli 

Tengah.  

b. Wawancara (interview) 

Wawancara digunakan untuk pengumpulan data primer yang 

bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi) yaitu 

Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan 

cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pemilik sawah (mu‟ajjir) 

yang menyewakan sawahnya kepada si penyewa (musta‟jir) dan 

berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada prakteknya 

penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung 

kepada pemilik sawah, penyewa sawah, dan masyarakat Desa tersebut 
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terkait bagaimana pelaksanaan sewa menyewa sawah tersebut, yang 

selanjutnya akan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
66

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. 

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan data dalam penelitian ini  

adalah sebagai berikut: 

1. Dokumen wawancara dalam bentuk  photo maupun tulisan. 

2. Dokumen interviewdengan pemilik sawah, penyewa sawah,maupun 

dengan masyarakat Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten 

Tapanuli Tengah. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan 

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. 

Analisis data terdiri dari sub proses yang saling berhubungan, yaitu: 

a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting atau lebih singkatnya 

membuat abstraksi. 
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b. Penyajian data, merupakan  suatu cara pengkompresan informasi yang 

memungkinkan suatu kesimpulan, penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. 

c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam 

menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, diharapkan 

dalam penelitian kualitatif ini dapat menemukan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. 

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun tehnik yang digunakan peneliti dalam menjamin keabsahan 

penelitian adalah: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan 

kepercayaan data yang dikumpulkan, Dalam hal ini peneliti kembali 

kelapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara (baik dengan 

Narasumber yang pernah ditemuai maupun  yang belum), hal ini akan 

menambah fokus peneliti yang memugkinkan ada yang dirahasiakan akan 

memunculkan data yang sebenarnya. 

b. Ketekunan Pengamatan 

Ketekuanan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan 

kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak, dengan 
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demikian peneliti dapat memberikan deskripsi yang sistematis dari data 

yang diamati. 

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh dan diperlukan untuk 

pengecekan atau pembanding. Dapat disimpulkan bahwa triangulasi 

adalah sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada untuk 

memperkuat serta meningkatkan data tersebut dengan berbasis pada bukti 

yang ada. 

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mencek ulang derajat 

kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang 

berbeda. 

2. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara 

mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini 

digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan 

perubahan tingkah laku yang bisa berubah dari waktu ke waktu. 

3. Triangulasi metode yaitu usaha untuk mencek keabsahan data atau 

mencek keabsahan temuan peneliti. Maksudnya keabsahan data 

dilakukan beberapa tehnik seperti wawancara dan analisi dokumen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli 

Tengah 

1. Letak Geografis 

Desa Bottot merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan luas wilayah 1.65 km
2
.
67

 

yang secara geografis terletak pada Lintang Utara 1,8834 dan Bujur 

Timur 98,5801, dengan tinggi wilayah 3mdpl dan kontur tanah 

merupakan dataran.
68

Desa Bottot Kecamatan sorkam menjadi lokasi 

penelitian peneliti yang terdiri atas area persawahan dan perkebunaan, 

dengan persentase65% merupakan persawahan dan 35% perkebunan baik 

itu perkebunan sawit, karet, maupun lainnya. Potensi pertanian dan 

perkebunan di Desa ini cukup besar, sehingga menjadikan sektor ini 

sebagai mata pencaharian masyarakatnya. 

Desa Bottot Kecamatan Sorkam merupakan wilayah dataran yang 

terletak di daerah bantaran sungai  dengan batas-batas wilayah yaitu:
69

 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Aek sibundong 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sorkam Kiri 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Naipospos Barat 
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d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Roban 

Secara administrasi, Desa Bottot terdiri dari Dusun I, Dusun II, dan 

Dusun III, yang tiap-tiap dusun dipimpin oleh satu orang kepala dusun. 

2. Keadaan Penduduk 

Keadaan penduduk Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten 

Tapanuli Tengah berjumlah 136 KK. Jumlah penduduk Desa Bottot 

Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu berjumlah 665 

jiwa, yang terdiri dari 338 laki-laki dan 327 perempuan.
70

 

Tabel 1 

Keadaan Penduduk Desa Bottot Kecamatan Sorkam 

Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Keadaan Ekonomi 

Mata pencaharian masyarakat Desa Bottot Kecamatan Sorkam 

Kabupaten Tapanuli Tengah mayoritas bertani dan berkebum, hal tersebut 

disebabkan luasnya lahan pertanian dan perkebunan di Desa tersebut dan 

sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang lain. Bertani dan berkebun 
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NO Jumlah KK Jenis Kelamin Jumlah Jiwa 

1 

136 

Laki-laki 338 

2 Perempuan 327 

Jlh 136  665 
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dirasa lebih mudah dikerjakan oleh masyarakat. Mata pencaharian 

masyarakat Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah 

dapat dilihat dari tabel berikut:
71 

Tabel 2 

Keadaan Mata Pencaharian Desa Bottot Kecamatan Sorkam 

Kabupaten Tapanuli TengahTahun 2021 

NO Pekerjaan Jumlah (Orang) 
Persentase 

(%) 

1 Petani/Pekebun 359 54 % 

2 Wiraswasta/ 

berdagang 

26 4 % 

3 Nelayan 33 5 % 

4 Pekerja bangunan 20 3 % 

5 PNS 13 2% 

6 Honorer 20 3 % 

7 Buruh tani/harian 53 8% 

7 Tidak Bekerja 141 21 % 

 Jumlah 665 100% 

 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mata 

pencaharian utama masyarakat Desa Bottot Kecamatan Sorkam 

adalah mayoritas Petani/Pekebun. Bertani dan berkebun sudah 

menjadi kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Bottot, meskipun 

telah memiliki pekerjaan lain seperti PNS ataupun honorer 

masyarakat Desa Bottot tetap bertani. Khusunya menanam padi 

dengan menyewa sawah milik orang lain. Hal tersebut terjadi karena 
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dengan bertani/ bersawah secara tidak langsung akan mengurangi 

biaya untuk membeli beras, karena dari hasil panen sawah 

tersebutlah masyarakat Desa Bottot mendapatkan beras tanpa harus 

mengeluarkan biaya lagi. 

4. Kondisi Pendidikan 

Pendidikan di Desa Botot Kecamatan Sorkam ini sangat beragam, 

mulai dari masyarakatnya yang memang tidak tamat Sekolah Dasar 

hingga Sarjana. Hal yang menjadi faktor keadaan tersebut adalah 

banyaknya orangtua yang memang dahulu tidak bersekolah, kemudian 

faktor biaya dan kemauan juga menjadi alasan bagi anak-anak maupun 

remaja untuk tidak melanjutkan sekolah, dan memilih untuk bekerja 

saja.
72

 

Fasillitas dan prasarana di bidang pendidikan yang tersedia di Desa 

Bottot yaitu berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Madrsah 

Ibtidaiyah, Pesantren Tahfiz Al-Qur‟an dan Sekolah Dasar. Yang masing-

masing terdiri atas satu gedung. Apabila ditinjau dari tingkat pendidikan 

masyarakat Desa Bottot dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bottot Kecamatan Sorkam 

Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 

NO Tingkat Pendidikan 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Tidak Tamat SD 239 36 % 

2 SD 119 18 % 

3 SLTP/sederajat 143 21 % 

4 SLTA/sederajat 126 19 % 

5 Diploma/Sarjana 39 6 % 

 Jumlah 665 100% 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan 

di Desa Bottot Kecamatan Sorkam masih sangat perlu untuk 

ditingkatkan demi terciptanya masyarakat yang berkualitas dan 

paham akan ilmu pengetahuan. 

5. Kondisi Keagamaan 

Penduduk Desa Bottot Kecamatan SorkamKabupaten Tapanuli 

Tengah keseluruhan beragama Islam. Fasilitas dan tempat peribadatan 

berupa 2 Mesjid, yaitu Mesjid Nurul Huda dan Mesjid Taqwa. Juga 

terdapat sekolah mengaji ataupun sekolah Ibtidaiyah yang diperuntukan 

untuk anak-anak dalam memenuhi pendidikan di bidang ilmu 

Agama.Selain itu, aktivitas keagamaan seperti peringatan Isra‟ Mi‟raj, 

Maulid Nabi, Wirit Yasin ibu-ibu setiap hari jum‟at, Wirit Yasin Remaja 

Mesjid setiap malam jum‟at, Tahlilan, hingga Safari Ramadhan remaja 
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Mesjid di Bulan Suci Ramadhan tetap berjalan dengan baik sampai saat 

ini.
73

 

6. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pelaksanaan Sewa Menyewa Sawah di Desa Bottot Kecamatan Sorkam 

Bahwa akad sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen 

sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Bottot, dan akad tersebut 

dilakukan atas dasar rida dan suka sama suka oleh penyewa dan yang 

menyewakan sawah tersebut. Praktik sewa menyewa sawah itu sendiri telah 
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dilakukan oleh masyarakat Desa Bottot sejak dahulu, akad dilakukan oleh si 

penyewa (musta‟jir) dan yang menyewakan sawah (mu‟ajjir) secara lisan dan 

tanpa adanya saksi.
74

 Hal tersebut disebabkan sudah menjadi kebiasaan yang 

sudah melekat di lingkungan masyarakat Desa Bottot tersebut. Selain itu, 

faktor kepercayaan atau saling mempercayai sangat erat di lingkungan 

masyarakat tersebut, oleh karenanya akad yang dilakukan secara lisan dan 

tanpa dihadiri saksi bukan menjadi seuatu masalah bagi masyarakat Desa 

Bottot. 

Sewa menyewa sawah ini terjadi disebabkan oleh tingginya minat 

masyarakat untuk menyewa sawah dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan persawahan 

milik sendiri.
75

 Pelaksanaan sewa menyewa sawah dengan sistem bayar 

musim panen ini dilakukan masyarakat hingga kini karena tidak ada yang 

melarang kegiatan tersebut serta tidak pernah terjadi percekcokan yang besar 

karena permasalahan akad maupun pembayarannya, selain itu pelaksanaan 

sewa menyewa ini juga dilakukan atas unsur suka sama suka dan ridha sama 

ridha. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, pelaksanaan 

perjanjian sewa menyewa sawah ini pada umumnya terlebih dahulu 

diadakannya perundingan anatara pihak penyewa dengan pihak pemilik 

sawah untuk membuat suatu kesepakatan. Dalam perundingan tersebut 
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pulalah ditetapkan waktu/ batas akhir pembayaran sewa sawah, begitu pula 

dengan bentuk alat pembayaran dan jumlah yang akan dibayarkan.
76

 Dalam 

proses perundingan tersebut pihak mu‟ajjir mengucapkan: 

“kakkok lah sawah kami tu kok lah masuk musim baladang, tapi jangan lupo 

bayarnyo satiok manuei 6 kaleng padi sapireng, waktu pambayarannyo jang 

lewat saminggu siap manuei dah.”
77

 

“garaplah sawah kami itu jika sudah masuk musim kesawah, tapi jangan lupa 

ongkos sawahnya setiap panen 6 kaleng padi sepetak sawah, waktu 

pembayarannya jangan lewat seminggu setelah panen ya”
78

 

Kemudian pihak musta‟jir menjawab: 

“iyo, tarimokasih da. rajokki rancak padi di manuei tahun ko biar dibayar 

ongkosnyo.”
79

 

“iya, terimakasih ya. Mudah-mudahan bagus padi hasil panen tahun ini 

supaya bisa dibayar ongkosnya.”
80

 

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, lamanya batas waktu 

penyerahan upah/ongkos sewa sawah berkisar antara seminggu sampai dua 

minggu setelah selesai panen,
81

 apabila musta‟jir belum juga membayar 

ongkos sewa sawah tersebut maka mu‟ajjir akan menunggu i‟tikad baik dari 
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musta‟jir sehari sampai tiga hari, jika belum ada kejelasan dari pihak 

musta‟jir  maka pihak mu‟ajjir akan datang menemui pihak musta‟jir 

tersebut.
82

 Hal ni sudah menjadi masalah wanprestasi karena pihak musta‟jir 

tidak melaksanakan tanggungjawabnya. Dalam membuat perjanjian sewa 

menyewa antara pihak yang menyewa dengan pemilik lahan itu saling terlibat 

dalam perbuatan akad perjanjian sewa menyewa tersebut. Jadi dalam 

pelaksanaan akad sewa menyewa disini tidak adanya perantara melainkan 

pihak penyewa dan pemilik sawah. 

1. Proses Penyewaan Sawah 

Praktik sewa menyewa sawah di Desa Bottot dengan sistem bayar 

musim panen ini melibatkan dua pihak yaitu pihak penyewa (musta‟jir) 

dan pihak yang menyewakan (mu‟ajjir). Perjanjian akad sewa menyewa 

sawah ini terlaksana setelah kedua belah pihak bersepakat untuk 

mengadakan perjanjian tersebut, pelaksanaanya yaitu dengan cara 

penyewa mendatangi pemilik sawah dan mengutarakan niatnya untuk 

menyewa sawah tersebut.
83

 Apabila pemilik sawah bersedia menyewakan 

sawahnya kepada penyewa tanpa ada unsur paksaan maka terjadilah akad 

diantara keduanya, akad tersbut dilaksanakan secara langsung dan secara 

lisan serta tanpa dihadiri oleh saksi manapun. Pada akad tersebut pulalah 

ditentukan lama waktu penyewaan, sistem pembayaran, jumlah dan 
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bentuk ongkos sawah yang harus dibayar, waktu/ batas akhir pembayaran, 

serta batas kontrak penyewaan.
84

 

Pada dasarnya, praktek sewa menyewa sawah di Desa Bottot ini  

terdiri atas 2 (dua) bentuk yaitu dengan sistem bayar di awal akad, dan 

dengan sistem bayar musim panen. Proses penyewahan sewa sawah degan 

bayar di awal akad sebenarnya sama saja dengan sistem bayar musim 

panen, yang membedakannya adalah alat pembayarannya berupa uang 

dan pembayaran tersebutdilakukan di awal akad sebelum sawah digarap,
85

 

hal initentu terhindar dari masalah wanprestasi pembayaran sewa sawah 

tersebut. Kemudian kelonggaran mengenai waktu pembayaran tentu tidak 

terdapat di dalamnya, karena pembayaran tersebut diserahkan di awal 

akad atau sebelum sawah tersebut digarap oleh penyewa. 

Perjanjian sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen 

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bottot ini terjadi karena beberapa 

faktor, yaitu: 

1) Sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen sudah 

menjadi kebiasaan dan sering dilakukan masyarakat Desa Bottot; 

2) Mayoritas penyewa sawah lebih memilih untuk menyewa sawah 

dengan sistem bayar musim panen dibandingkan sistem bayar di 

awal;
86
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3) Sistem bayar musim panen dianggap lebih mudah dan ringan 

dibandingkan sistem bayar di awal; 

4) Adanya kelonggaran waktu pembayaran bagi si penyewa; 

5) Pemilik sawah tidak mempunyai pilihan lain, karena apabila pemilik 

sawah mnyewakan dengan sistem bayar di awal maka penyewa akan 

mencari sawah lain.
87

 

Pemilik sawah menyewakan sawahnya pada penyewa untuk ditanami 

atau digarap sesuai dengan kesepakatan bersama. sawah yang disewakan 

oleh pemilik sawah kepada penyewa berupa lahan kosong yang nantinya 

akan dimanfaatkan dengan cara ditanami tumbuhan yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak. Dan pada umumnya, sawah tersebut akan 

ditanami padi. Pelaksanaan ijab qobul antara pemilik sawah dan penyewa 

dilaksanakan dengan menggunakan bahasa sehari-hari masyarakat Desa 

Bottot yakni Bahasa pesisir, yang dapat dipahami dengan jelas oleh kedua 

belah pihak yang melakukan perjanjian sehingga perkataan tersebut dapat 

dianggap sebagai persetujuan terkait sewa menyewa sawah tersebut. 

“etek, bisa kami kakkok sawah munak tagak sapireng tahun ko?”
88

 

“Bu, boleh kami sewa sawah kalian sepetak tahun ini?”
89

 

Begitulah ucapan yang biasa diucapkan pihak musta‟jir apabila hendak 

menyewa sawah di Desa Botot tersebut. 
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 Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, berikut 

proses penyewaan sawah dengan sistem bayar musim panen secara 

ringkas yang biasa dilakukan masyarakat Desa Bottot
90

: 

1) Penyewa (Musta‟jir) datang menemui pemilik sawah (mu‟ajjir) 

tanpa perantara; 

2) Musta‟jir menyampaikan niatnya untuk menyewa sawah dengan 

sistem bayar musim panenkepada pemilik sawah tersebut; 

3) Apabila mu‟ajjir  setuju maka terjadilah akad diantara keduanya; 

4) Akad tersebut berlangsung saat itu juga dengan secara lisan dan 

tanpa dihadiri saksi, namun dilakukan dengan kesadaran dari kedua 

belah pihak dengan kerelaan dan keridhaan diantara keduanya; 

5) Setelah akad berlangsung, dibuatlah kesepakatan mengenai jenis 

tanaman yang akan ditanam,berakhirnya kontrak sewa sawah, 

jumlah, waktu dan batas akhir pembayaran, serta alat untuk 

membayar sewa menyewa sawah tersebut; 

6) Setelah akad dan perjanjian tersebut sama-sama disepakati, maka 

penyewa (musta‟jir) diperbolehkan untuk menggarap sawah sesuai 

dengan hasil kesepakatan tersebut. 

2. Pembayaran Upah Sewa Menyewa Sawah 

Pembayaran upah sewa menyewa sawah diberikan oleh si penyewa 

sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Pada umumnya, upah sewa 

menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen diberikan setelah 
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panen. Biasanya si penyewa (musta‟jir) datang ke rumah pemilik sawah 

(mu‟ajjir) secara langsung memberikan upah sewa menyewa sawah 

tersebut. Upah untuk setiap petak sawah berbeda-beda, yaitu tergantung 

dari luasnya sawah yang digarap oleh penyewa serta kesepakatan yang 

diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Alat pembayaran ongkos/ upah 

sewa itu sendiri berbentuk padi sesuai dengan kebiasaan dan kesepakatan 

di awal akad. 

Di dalam melakukan perjanjian sewa menyewa sawah ini, pihak 

penyewa dan pemilik sawah telah sepakat bahwa dalam sewa menyewa 

sawah ini adanya keharusan untuk mengembalikan atau membayar 

upah/ongkos sewa sawah yang telah dimanfaatkan oleh penyewa tersebut, 

pelunasannya sesuai dengan kesepakatan di awal akadketika mekanisme 

pembayarannya ditentukan.Berikut rincian upah/ongkos sawah dengan 

sistem bayar musim panen yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa 

Bottot Kecamatan Sorkam: 

1) Setiap petak sawah dengan luas100m
2
 dengan pendapatan sekali 

panen bisa mencapai 25 kaleng padi (300 kg padi) dan bayar sewanya 

sebanyak 6 Kaleng padi (72 kg padi);
91

 

2) Setiap petak sawah dengan luas 80m
2
dengan pendapatan sekali panen 

bisa mencapai 13 kaleng padi (156 kg padi) danbayar sewanya 

sebanyak 3 kaleng padi (36 kg padi);
92
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3) Setiap petak sawah dengan luas 150m
2 

dengan pendatapan sekali 

panen bisa mencapai 30 kaleng padi (360 kg padi) dan bayar sewanya 

sebanyak 9 kaleng padi (108 kg padi);
93

 

4) Setiap petak sawah dengan luas 90m
2 

 dengan pendapatan sekali 

panen bisa mencapai 20 kaleng padi (240 kg padi) dan bayar sewanya 

sebanyak 4 kaleng padi (48 kg padi).
94

 

Rincian upah/ongkos sawah di atas berdasarkan keterangan dari 

kebanyakan pihak yang peneliti wawancarai, sedangkan beberapa dari 

pihak yang peneliti wawancarai upah/ongkos sawahnya sesuai dengan 

permintaan maupun kemampuan penyewa, hal tersebut terjadi karena 

adanya ikatan keluarga maupun hal lainnya sehingga ongkos sawah 

lebih rendah dari biasanya. Terkait dengan pembayaran upah/ongkos 

sawah ini biasanya pihak penyewa akan langsung memberikan upah 

sewa sawah tersebut kepada pemilik sawah setelah panen selesai tanpa 

adanya perantara. Pembayaran upah/ongkos sewa sawah ini terjadi dua 

kali dalam setahun seiring dengan berlangsungnya panen selama seahun 

tersebut yakni sebanyak dua kali panen. Ucapan yang biasa 

disampaikan musta‟jir ketika hendak membayar upah/ongkos sewa 

sawah yaitu: 

“etek, ikko ongkos sawah yang  kami kakkok manuei ko dah.”
95
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“Bu, ini ongkos sewa sawah yang kami garap panen ini.”
96

 

 Kemudian, dalam hal berakhirnya kontrak dan perjanjian sewa 

menyewa yang dilakukan setiap pihak apabila telah masuk waktu batas 

kontrak maka musta‟jir dan mu‟ajjir akan bermufakat apakah kontrak 

sewa sawah diperpanjang ataupun berakhir pada panen terakhir 

tersebut.
97

 Apabila kontrak sewa menyewa sawah itu dilanjutkan maka 

terjadilah kesepakatan kembali diantara kedua belah pihak tersebut. 

C. Bentuk Wanprestasi Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem BayarMusim 

Panen Di Desa Bottot Kecamatan Sorkam 

Praktek sewa menyewa sawah yang dilakukan masyarakat Desa Bottot 

pada dasarnya terlaksana dengan baik karena adanya unsur rida sama rida, 

tidak ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak yang mengadakan 

perjanjian. Kelonggaran yang diberikan oleh pihak yang menyewakan sawah 

(mu‟ajjir) menjadi faktor utama praktek sewa menyewa sawah dengan sistem 

bayar musim panen ini terus terlaksana hingga saat ini. 

Namun, permasalahan sering pula terjadi dalam praktek sewa 

menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen ini yaitu pada saat 

pembayaran upah/ongkos sawah. Adanya unsur wanprestasi atau ingkar janji 

yang dilakukan penyewa yakni dengan tidak memenuhi perjanjan di awal 

akad untuk membayarkan sewa sawah tersebut sesuai jumlah dan waktu yang 
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telah disepakati. Permasalahan ini sering terjadi ketika terjadinya kekeringan 

atau gagal panen yang disebabkan hama padi ataupun hasil panen tidak 

mencukupi pendapatan yang seharusnya.
98

 Selain itu, kebutuhan financial 

menjadi faktor utama wanprestasi ini terjadi, hal ini disebabkan adanya 

keperluan mendesak ataupun keperluan lainnya sehingga pihak musta‟jir 

tidak melaksanakan tanggungjawabnya tersebut.
99

 

Jika hal tersebut terjadi maka mu‟ajjir  akan memberikan kelonggaran 

waktu pembayaran sampai musim panen berikutnya. Hal ini dapat 

meringankan pihak musta‟jir yang tidak mampu untuk membayar uang sewa 

sawah tersebut dengan alasan gagal panen ataupun kurangnya pendapatan 

hasil panen. Wanprestasi ataupun ingkar janji dalam sewa menyewa sawah 

dengan sistem bayar musim panen ini bukan hanya disebabkan gagal panen 

saja, bahkan kebutuhan financial lainnya menjadi faktor utama. Adanya biaya 

mendesak yang harus dipenuhi si penyewa sehingga tidak membayarkan 

ongkos sawah tersebut, kebutuhan financial baik berupa pemenuhan 

kebutuhan hidup sehari-hari maupun pemenuhan biaya sekolah anak menjadi 

alasan yang kerap disampaikan si penyewa kepada pemilik sawah.
100

 

Akan tetapi, meskipun sudah diberikan kelonggaran waktu 

pembayaran, masih saja ada dari pihak yang melakukan ingkar janji. Secara 

otomatis pihak pemilik sawah (mu‟ajjir) tidak akan mendapat bayaran ongkos 
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sawah sesuai dengan perjanjian di awal akad. Bahkan sampai pada batas 

waktu yang telah disepakati pada saat pemberian kelonggaran waktu 

pembayaran, padahal musta‟jir telah memanfaatkan sawah milik mu‟ajjir 

tersebut. Keringanan dan kelonggaran yang diberikan oleh pemilik sawah 

kepada penyewa menjadi faktor utama permasalahan ini, jika si pemilik 

sawah tegas dalam hal ini maka tentu saja wanprestasi tidak terlalu sering 

terjadi dalam praktek sewa menyewa sawah tersebut. Selain itu, perjanjian 

secara lisan dan tanpa adanya saksi juga menjadi penyebab pemilik sawah 

tidak dapat menuntut haknya secara hukum. Pemikiran masyarakat Desa 

Bottot yang masih terbilang awam tidak mempermasalahkan hal tersebut 

karena dianggap sudah lazim terjadi. 

Dari penjelasan mengenai permasalahan wanprestasi sewa menyewa 

yang telah peneliti uraikan di atas, sesuai dengan hasil observasi dan 

wawancara yang telah peneliti lakukan bentuk wanprestasi/ ingkar janji dalam 

praktek sewa menyewa sawah ini yaitu:
101

 

1) Pihak Musta‟jir tidak membayar upah/ongkos sewa sawah pada waktu 

yang sudah ditentukan; 

2) Pihak musta‟jir hanya membayar sebagian upah/ongkos sewa sawah dari 

yang telah disepakati di awal akad; 

3) Meski sudah diberi perpanjangan waktu di panen berikutnya, pihak 

musta‟jir masih tidak membayar upah/ongkos sewa sawah yang 
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tertunggak dengan jumah yang sudah disepakati, bahkan sama sekali tidak 

dibayarkan. 

Penyelesaian atas masalah pembayaran ongkos sawah tersebut yang biasa 

dilakukan oleh pihak-pihak terkait yaitu: 

1) Memberikan kelonggaran waktu pembayaran hingga panen berikutnya 

(pembayaran didabel); 

2) Mengurangi jumlah ongkos sawah dari yang telah disepakati di awal akad 

(setengah dari jumlah kesepakatan);
102

 

3) Saling memaafkan dan saling merelakan atas ketidaksanggupan musta‟jir 

dalam membayar ongkos sawah;
103

 

4) Mengakhiri kontrak sewa sawah tersebut. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari pihak penyewa 

(musta‟jir) masih ada yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain 

masih melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam hal pembayaran 

upah/ongkos sewa sawah yang telah disepakati dalam transaksi sewa 

menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen ini. Padahal pihak 

penyewa (musta‟jir) telah memanfaatkan sawah milik pemilik sawah 

(mu‟ajjir). 
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D. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap 

Wanprestasi Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen 

Di Desa Bottot 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, praktik sewa 

menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen ini menunjukkan bahwa 

praktik sewa menyewa sawah ini dilakukan oleh pihak penyewa (musta‟jir) 

dan pihak yang menyewakan sawah (mu‟ajjir), dimana musta‟jir akan 

memanfaatkan sawah tersebut dan menikmati hasil panen secara penuh 

dengan pembayaran sewa dan jamgka waktu yang telah disepakati kedua 

belah pihak yaitu pada saat panen tiba. 

1. Proses Dan Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Menurut KHES 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad ijarah merupakan 

sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang sudah 

disepakati bersama. Semua pihak yang berkaitan dengan akad harus 

mengikuti ketetapan yang telah diberlakukan. Jika ditinjau dari Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan akad sewa menyewa sawah dengan 

sistem bayar musim panen ini dapat dinyatakan telah sesuai dengan rukun 

dan syarat  Ijarah. Hal ini dibuktikan dengan pihak-pihak yang terkait 

seperti Bapak Anto Pasaribu salah seorang pihak musta‟jir yang telah 

menginjak usia 45 Tahun, baligh, berakal, beragama Islam serta cakap 

dalam melakukan perbuatan hukum. Begitu juga dengan Ibu Gadi Sinaga 

salah seorang mu‟ajjir  yang berusia 50 Tahun, baligh, berakal, beragama 

islam serta cakap dalam melakukan perbuatan hukum. 
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Dari kedua pihak-pihak tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad 

yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, dimana 

Rukunijarah dijelaskan dalam pasal 295 Kompilasi hukum ekonomi 

syariah, yaitu:
104

 

a. Musta‟jir/ pihak yang menyewa; 

b. Mu‟ajjir/ pihak yang menyewakan; 

c. Ma‟jur/ benda yang disewakan; dan 

d. Akad. 

Sedangkan hal yang terkait dengan syarat ijarah diatur dalam pasal 

301 kompilasi hukum ekonomi syariah, yang meyatakan bahwa: “untuk 

menyelesaikan suatu proses akad ijarah, maka pihak-pihak yang 

melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan 

hukum.”
105

Hal ini juga menunjukkan bahwa pihak yang berakad harus 

berakal dan baligh,apabila akad sewa menyewa dilakukan oleh orang yang 

tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka akad tersebut batal 

demi hukum.  

Di samping itu, kedua belah pihak juga telah menyatakan kerelaannya 

dan suka sama suka dalam melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut 

tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29: 
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                        

                      

      

Artinya:“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama 

suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu.”
106

 

 

  Sawah yang menjadi objek sewa menyewa sawah di Desa Bottot juga 

termasuk benda yang halal dan dibenarkan oleh syara‟, dimana 

pemanfaatan sawah tersebut ditanami dengan padi. Hal ini sesuai dengan 

pasal 318, yaitu:
107

 

a. Ma‟jur harus benda yang halal atau mubah; 

b. Ma‟jur harus hal-hal yang dibenarkan menurut syariah; Setiap benda 

yang dijadikan sebagai objek ba‟i dapat dijadikan ma‟jur. 

Berkaitan dengan akad sewa mneyewa sawah dengan sistem bayar 

musim panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bottot ini telah sesuai 

dengan ketentuan yang ada dalam pasal 296 KHES yang menjelaskan 

bahwa:
108

 

1) Sighat akad Ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas; 

2) Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau syarat. 
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 Dari pasal 296 KHES di atas, jelas bahwa akad yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Bottot telah sah karena pada umumnya yang 

berakad menggunakan bahasa sehari-hari yang tentu saja dapat dimengerti 

kedua belah pihak, yaitu bahasa pesisir dan dilakukan secra lisan. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti 

lakukan, dimana Ibu Juliana salah seorang musta‟jir mengatakan bahwa 

dalam melakukan akad hingga seluruh pelaksanaan sewa menyewa 

tersebut menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa Pesisir.
109

 Begitu 

pula dengan Ibu Udi Inriawati Hutapea salah seorang mu‟ajjir juga 

mengatakan bahwa akad hingga seluruh pelaksanaan sewa enyewa sawah 

tersebut menggunakan ahasa sehari-hari yaitu bahasa pesisir.
110

 

2. Wanprestasi Sewa Menyewa SawahMenurut KHES 

Terkait permasalahan yang sering terjadi dalam praktik sewa 

menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Bottot ini, 

yaitu adanya ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa 

(musta‟jir) mengenai waktu dan jumlah upah/ongkos sewa sawah yang 

harus dibayarkan dijelaskan dalam pasal 307 yaitu: 

a. Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain 

berdasarkan kesepakatan; 
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b. Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran 

didahulukan, pembayaran setelah ma‟jur selesai digunakan, atau 

diutang berdasarkan kesepakatan.
111

 

Perihal upah/ ongkos sewa sawah dalam sewa menyewa sawah 

dengan sistem bayar musim panen yang dilakukan masyarakat Desa Bottot 

telah jelas disebutkan baik jenis, waktu, maupun jumlahnya yang 

digunakan kedua belah pihak pada saat akad berlangsung. Pembayaran 

sewa sawah dilakukan pada saat panen tiba, yang berarti setelah ma‟jur 

dimanfaatkan oleh pihak penyewa (musta‟jir). 

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa terhadap pihak 

yang menyewakan tentu bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah(KHES)mengenai waktu dan jumlah pembayaran upah/ongkos 

sawah, dimana pihak penyewa tersebut tidak membayarnya pada awal 

panen dan tidak sesuai dengan jumlah pada awal kesepakatan.
112

 Bahkaan 

meskipun pihak mu‟ajjir  telah memberikan kelonggaran waktu 

pembayaran hingga panen berikutnya atau mengurangi jumlah ongkosnya 

dari awal kesepakatan, tetap saja masih ada pihak musta‟jir yang tidak 

melaksanakannya. Maka hal ini tidak sesuai dengan pasal 315 KHES yang 

menjelaskan bahwa: “nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan 

berdasarkan satuan waktu, yaitu menit, jam, hari, bulan dan/atau tahun.”
113

 

Dan pasal 317 KHES yang berbunyi: “kelebihan waktu dalam ijarah yang 
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dilakukan oleh musta‟jir, harus dibayar berdasarkan kesepakatan para 

pihak.”
114

 Serta pasal 311 KHES yang berbunyi: “uang ijarah wajib 

dibayar oleh pihak musta‟jir  meskipun ma‟jur  tidak digunakan.” Hal ini 

berarti, wanprestasi ataupun ingkar janji yang dilakukan oleh pihak 

penyewa mengenai pembayaran sewa sawah tersebut tidak sesuai dengan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena pada dasarnya kesepakatan 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak terlaksana dengan baik, 

meskipun pihak pemilik sawah telah memberikan waktu maupun 

kelonggaran apabila terjadi kemarau maupun gagal panen. 

Terkait permasalahan yang terjadi dalam praktik sewa menyewa 

sawah di Desa Bottot dengan tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya 

dilaksanakan, maka hal tersebut mengindikasikan adanya wanprestasi 

sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES) bahwa pihak yang dianggap melakukan ingkar janji 

apabila karena kesalahannya:
115

 

a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikannya; 

c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 
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Oleh karena adanya wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa 

(musta‟jir), maka pihak penyewa sesuai dengan pasal 38 KHES dapat 

dijatuhi sanksi berupa:
116

 

a. Membayar ganti rugi; 

b. Pembatalan akad; 

c. Peralihan resiko; 

d. Denda; dan atau 

e. Membayar biaya perkara. 

Sesuai dengan peraturan dan ketetapan dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) tentang ijarah, maka pemenuhan perjanjian 

harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian 

tersebut untuk menunjukkan i‟tikad baiknya. Hal ini dimaksudkan agar hak 

dan kewajiban dari kedua belah pihak dapat terlaksana sebagaimana 

mestinnya, serta dapat menghindari adanya konflik dan perselisihan 

diantara keduanya.  Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akad 

sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Bottot 

ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat dikatakan 

sah, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah. Namun, 

pemenuhan hak dan tanggungjawab dari salah satu pihak yaitu pihak 

musta‟jirtidak terpenuhi karena adanya unsur wanprestasi atau ingkar janji 

yakni tidak membayar upah/ongkos sewa sawah seperti yang telah 

disepakati di awal akad, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan 
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pembayaran sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen ini 

tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 

E. Analisis 

Islam memperbolehkan sewa menyewa dengan ketentuan yang 

disyariatkan oleh Islam.Konsep muamalah pada prinsipnya hanya perlu 

memperhatikan dalil yang melarang dan mengharamkannya.
117

 Pada dasarnya 

sewa menyewa sawah merupakan bentuk kegiatan muamalah yang sudah 

biasa dilakukan oleh masyarakat desa Bottot yang berprofesi sebagai petani. 

Sewa menyewa merupakan penukaran manfaaat barang tanpa diikuti dengan 

perpindahan barang tersebut.
118

Seorang muslim dalam melaksanakan hukum 

Islam harus melakukannya dengan kesanggupan yang sesuai dengan 

kondisinya.
119

 Pada dasarnya, setiap kegiatan muamalah diperbolehkan dan 

sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang tegas untuk melakukannya.  

رِي نِْ ليِ لُْ التَّح  عَلىَْا لدَّ ياَءِْ ا لِْ باَ حَة حَتَّى يدَُْ لَّْ  لُْ فىِ ا لأشَ   الَأصَ 

Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya. Hal itu sesuai dengan bahwa syariat itu 

dibentuk untuk kemaslahatan hamba secara mutlak sehingga yang dituntut 

dari hamba adalah untuk melaksanakan syari‟at tersebut dan tidak melakukan 
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apa yang bertentangan dengan kehendak syara‟.
120

Manusia dapat mengambil 

pelajaran dari apa yang dilihatnya, mengetahui yang benar dan yang salah, 

serta dapat meminta izin ketika menggunakan sesuatu yang bukan 

miliknya.
121

Ini menjadi alasan bagi setiap bentuk transaksi perdagangan dan 

ekonomi menjadi halal kecuali jelas ada alasan yang melarangnya.
122 

Pelaksanaan sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen 

sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Desa Bottot, bahkan transaksi 

yang digunakan secara lisan dan tanpa dihadiri oleh saksi sudah melekat dan 

bukan hal yang jarang didengar di lingkungan masyarakat tersebut. 

Kelonggaran dan kemudahan dalam pelaksanaan sewa menyewa sawah 

dengan sistem bayar musim panen ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang 

tidak memiliki sawah sendiri untuk ditanami. Selain kemudahan dalam 

bertransaksi, pembayaran di akhir panen memberikan keringanan tersendiri 

bagi masyarakat yang akan menggarap sawah. Hal tersebut dikarenakan 

modal yang dimiliki oleh penyewa sepenuhnya dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan dalam menggarap sawah tersebut, mulai dari biaya 

untuk pupuk hingga upah gaji harian bagi penyewa yang menggunakan jasa 

buruh harian sawah (makan gaji).
123 
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Sistem bayar musim panen yang dilakukan masyarakat dalam 

pembayaran sewa menyewa sawah ini tidak salah dan diperbolehkan 

sepanjang transaksi tersebut didasarkan atas suka sama suka dan ridha sama 

ridha tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Hal yang perlu 

diperhatikan terkait pelaksanaan sewa menyewa tersebut adalah ketika 

pembayaran upah/ongkos sawah apabila panen sudah tiba, dimana hak dan 

tanggungjawab dari kedua belah pihak harus sama-sama terpenuhi. Tanggung 

jawab merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam melakukan 

kerjasama, karena dengan terwujudnya sikap tanggungjawab dari pihak-pihak 

terkait, maka akan memberikan pengaruh baik bagi kelangsungan perjanjian 

diantara kedua belah pihak tersebut. Begitu pula dengan prinsip kejujuran, 

prinsip ini harus ditetapkan dalam praktik sewa menyewa sawah tersebut, 

karena apabila kejujuran tidak ada maka akan menimbulkan perselisihan yang 

membawa salah satu pihak yang berakad kedalam kezhaliman. 

Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti 

lakukan, masih ada dari pihak penyewa (musta‟jir) yang tidak menunaikan 

tanggungjawab tersebut dalam hal membayar upah/ ongkos sawah sesuai 

dengan jumlah dan waktu di awal kesepakatan.Sesuai dengan hasil 

wawancara yang telah peneliti lakukan, 40% dari penyewa sawah (musta‟jir) 

melakukan wanprestasi dan 60 % lainnya melaksanakan kewajibannya sesuai 

dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Adapun 

pelaksanaan sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen ini di 

awali dengan transaksi maupun akad diantara kedua belah pihak tanpa adanya 
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perantara, dalam akad tersebut sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua 

belah pihak mengenai jumlah dan waktu pembayaran, bahasa yang digunakan 

oleh pihak terkait pun merupakan bahasa keseharian masyarakat Desa Bottot 

yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yaitu Bahasa Pesisir.  Sistem 

bayar musim panen menjadi pilihan utama masyarakat dalam sewa menyewa 

sawah ini dikarenakan keuntungan dan kelonggaran yang terdapat di 

dalamnya.
124 

Untuk menghindari adanya kerugian bagi para pihak yang berakad yang 

disebabkan oleh salah satu pihak ingkar janji, maka seharusnya dalam 

perjanjian dilakukan secara tertulis ataupun dicatatkan sebagai bukti yang 

jelas dan kuat. Hal ini sesuai dengan pasal 21 huruf (m) KHES yang 

menyatakan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas Al-Kitabah (tertulis). 

Dengan adanya perjanjian tertulis ini bertujuan agar hak dan kewajiban kedua 

belah pihak dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk menghindari konflik 

diantara keduanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 

282: 

    ْ ْْ ْْ ْ ْ ْْ   ْْ

 ْ ْ ْ  ْْ ْ ْ ْْ  ْْْ

ْْ  ْ ْ ْ ْ  ْ ْْْْْ ْ

 ْْ 

                                                           
 

124
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Artinnya: “wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan 

utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu 

menuliskannya  dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk 

menuliskannyab sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, 

maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang 

itu mendiktekat, dan hndaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya 

dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya,...” (QS. Al-

Baqarah: 282). 

Begitu juga dengan Q.S Al-Maidah ayat 1 yang menyerukan agar 

menyempurnakan akad ketika melakukan perjanjian. 

                          

                         

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-

Maidah: 1) 

 

Berdasarkan analisis praktek yang telah peneliti uraikan di atas, jelaslah 

bahwa pelaksanaan sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen 

di Desa Bottot Kecamatan Sorkam belum sepenuhnya sesuai dengan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) khususnya dalam pemenuhan 

tangungjawab untuk membayar upah/ongkos sawah sesuai dengan 

kesepakatan di awal akad. KHES mengharuskan adanya sikap tanggungjawab 

bagi setiap pihak yang bertransaksi agar terhindar dari wanprestasi dan 

perselisihan dalam melakukan muamalah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, 

maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan judul peneliti yaitu 

“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Sewa 

Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen di Desa Bottot 

Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah” adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam praktik sewa menyewa sawah 

dengan sistem bayar musim panen di Desa Bottot adalah: 

a. Pihak Musta‟jir tidak membayar upah/ongkos sewa sawah pada 

waktu yang sudah ditentukan; 

b. Pihak musta‟jir hanya membayar sebagian upah/ongkos sewa sawah 

dari yang telah disepakati di awal akad; 

c. Meski sudah diberi perpanjangan waktu di panen berikutnya, pihak 

musta‟jir masih tidak membayar upah/ongkos sewa sawah yang 

tertunggak dengan jumah yang sudah disepakati, bahkan sama sekali 

tidak dibayarkan. 

2. Pelaksanaan sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen 

di Desa Bottot belum sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES), karena adanya unsur wanprestasi ataupun 

ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan 

perjanjian tersebut. Dalam KHES dijelaskan bahwa kesepakatan 
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mengenai pembayaran sewa sawah harus sesuai dengan jumlah dan 

waktu yang sudah disepakati di awal akad. Begitu juga dengan prinsip 

tanggungjawab dan kejujuran yang belum sepenuhnya dimiliki oleh 

para pihak yang melaksanakan praktek sewa menyewa sawah dengan 

sistem bayar musim panen ini. 

B. Saran 

Adapun saran peneliti untuk masyarakat Desa Bottot Kecamatan 

Sorkam adalah  sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat yang menyewakan sawah dengan sistem bayar musim 

panen seharusnya lebih bijaksana dan membuat perjanjian tertulis dan 

menghadirkan saksi agar terhindar dari kecurangan dan ingkar janji 

dalam pembayaran sewa sawah. 

2. Mengubah sistem perjanjian sewa menyewa sawah dengan bayar mysim 

panen menjadi bagi hasil sesuai dengan jumlah panen yang didapat setiap 

panen agar terhindar dari wanprestasi dan ingkar janji. 

3. Bagi pemerintah Desa Bottot hendaknya membuat program saluran air 

gratis untuk masyarakat yang bersawah apabila dilanda kemarau begitu 

juga dengan racun hama padi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah 

terjadinya gagal panen dan meminimalisir tingkat wanprestasi dengan 

alasan gagal panen tersebut. 
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DAFTAR WAWANCARA 

A. Wawancara Dengan Mu’ajjir (Yang Menyewakan) 

1. Apakah bapak/ ibu menyewakan sawah dengan sistem bayar 

musim panen? 

2. Sejak kapan bapak/ ibu menyewakan sawah dengan sistem bayar 

musim panen? 

3. Apa yang melatarbelakangi bapak/ ibu menyewakan sawah dengan 

sistem bayar musim panen ? 

4. Berapa jumlah bayar sewa yang harus diberikan oleh si penyewa 

kepada bapak/ ibu? 

5. Berapa luasnya lahan sawah yang disewakan? 

6. Dalam bentuk apakah pembayaran sewa menyewa sawah dengan 

bayar musim panen yang bapak/ibu lakukan ini? 

7. Apakah ada permasalahan ataupun ingkar janji yang terjadi selama 

melakukan sewa menyewa ini? 

8. Bagaimana tindakan bapak/ ibu atas permasalahan yang terjadi 

dalam sewa menyewa sawah ini? 

B. Wawancara Dengan Musta’jir (si Penyewa) 

1. Apa faktor yang melatarbelakangi bapak/ ibu melakukan sewa 

menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen? 

2. Bagaimana cara pembayaran sewa menyewa sawah yang bapak/ 

ibu lakukan ini? 
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3. Apakah dalam akad perjanjian sewa menyewa sawah tersebut 

dilakukan secara tertulis dan apakah ada saksi? 

4. Apakah bapak/ ibu selalu tepat waktu dalam melakukan 

pembayaran sewa menyewa sawah ini? 

5. Apakah sering terjadi ingkar janji selama sewa menyewa sawah 

tersebut? 

C. Wawancara Dengan Masyarakat dan Tokoh di Desa Bottot 

1. Apakah sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen 

sering dilakukan di Desa ini? 

2. Apa permasalahan yang sering terjadi dalam sewa menyewa sawah 

dengan sistem bayar musim panen di Desa ini? 

3. Apakah pernah terdengar oleh bapak/ibu terjadi ingkar janji selama 

melakukan sewa menyewa di Desa ini? 
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Dokumentasi wawancara dengan yang menyewakan (mu‟ajjir) 
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Dokumentasi wawancara dengan masyarakat dan alim ulama 
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